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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai

berikut :

1. Penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa di Kecamatan Wonosari,

Kabupaten Gunungkidul belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 23

Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, karena

penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut sebagian besar digunakan

untuk pertokoan, bengkel, rumah makan dan salon serta dalam

penggunaan dan pemanfatannya belum memperoleh ijin Gubernur. Pihak

yang menggunakan dan memanfaatkan tanah kas desa bukan pihak yang

seharusnya diperbolehkan untuk menjadi pengguna dan pemanfaat tanah

kas desa, selain itu penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa telah

banyak merubah peruntukan yang semula tanah pertanian menjadi tanah

non pertanian.

2. Penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa belum dapat mewujudkan

tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah seperti dalam Peraturan Daerah

Kabupeten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul. Belum dapat terwujudnya tujuan

Rencana Tata Ruang tersebut dikarenakan dalam kenyataannya

penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa sebagian digunakan untuk
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pertokoan dan didirikan bangunan sehingga sifatnya menjadi non

pertanian, sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 6 Tahun 2011 tujuan penataan ruang adalah mewujudkan wilayah

kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada

pertanian, perikanan, kehutanan dan sumberdaya lokal untuk mendukung

destinasi wisata.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Diharapkan baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun

Pemerintah Desa memberi sanksi yang tegas dan memberi efek jera

terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa yang tidak sesuai

prosedur.

2. Diharapkan Pemerintah Daerah lebih menggalakkan sosialisasi mengenai

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul, agar penatagunaan

tanah dan penggunaan ruang dapat berjalan dengan optimal sesuai rencana

tata ruang yang ada

3. Diharapkan Pemerintah Daerah sendiri lebih menertibkan sistem kerja dan

Perangkat Desanya dalam rangka pengelolaan tanah kas desa, agar

penelolaan tanah kas desa dapat berjalan dengan optimal, tidak disalah

gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menambah Pendapatan

Asli Desa.
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4. Diharapkan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap

pengelolaan tanah kas desa oleh Pemerintah Desa untuk menghindari

kecurangan dalam pengelolaan Kekayaan Desa.
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